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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesmipulan

1. Akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat antara PT. X

dengan klien menjadi tidak sah. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya
syarat subjektif mengenai kecakapan para pihak untuk membuat

perjanjian.

. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Perjanjian

Kerja yang dibuat antara PT. X hanya berupa pembatalan perjanjian
secara sepihak oleh pihak yang haknya dilanggar sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Kerja. Perlindungan hukum
semacam ini sangat merugikan klien karena pembatalan perjanjian tidak
diikuti dengan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan
(klien). Perlindungan hukum lain yang dapat diberikan adalah
pemberhentian kegiatan usaha PT. X oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
melalui Satgas Waspada Investasi (SW1) serta pembelaan hukum yang
diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan agar PT. X
tidak merugikan masyarakat melalui kegiatan usaha perencana
keuangan yang dijalankan.

Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya memiliki aturan khusus berupa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai perencana
keuangan. Hal ini dilakukan agar ruang lingkup kerja dari perencana
keuangan dapat diketahui dengan jelas. Selama ini perencana keuangan
hanya tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh organisasi profesi
seperti Financial Planning Standard Boards (FPSB) Indonesia di mana
aturan ini hanya berlaku bagi perencana keuangan yang terdaftar dalam
organisasi profesi terkait. Pembentukan aturan mengenai perencana
keuangan ini juga berfungsi agar profesi perencana keuangan sebagai
profesi yang bergerak di bidang keuangan memiliki kepastian hukum

bagi perencana keuangan itu sendiri maupun konsumen (klien).



Sehingga apabila terjadi sengketa dikemudian hari, Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai perencana keuangan ini yang dapat
diberlakukan.

. Klien yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan perbuatan
melawan hukum ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) agar
klien mendapatkan ganti rugi. Gugatan ini diajukan karena PT. X tidak
melaksanakan kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (5)
Perjanjian Kerja yang mewajibkan PT. X memberikan informasi dan
edukasi perihal keadaan pasar serta melakukan tindakan-tindakan
khusus pada situasi dan kondisi tertentu. Apabila kewajiban dalam Pasal
8 ayat (5) ini dilakukan, maka klien tidak akan mengalami kerugian
akibat nilai saham LUCK yang mengalami penurunan.

. Dalam Perjanjian Kerja antara PT. X dengan klien sebaiknya
ditambahkan pasal mengenai perlindungan konsumen di mana pasal ini
menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan
konsumen (klien) apabila merasa dirugikan, serta menjelaskan
mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian yang dialami

konsumen (klien).
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